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ABSTRAK

Sengketa Hubungan Industrial direngsekeuna di Pengadilan Negeri. Hubungan Industrial nempatkeun pagawe jeung pengusaha dina kaayaan pahareup hareup. Pikeun pengusaha dumasar kana katangtuan pasal 57 Undang-Undang No. 2 Taun 2004 nu intina ngagunakeun proses acara Perdata, kecuali anu ditangtukeun sacara husus. Netepkeun asas peradilan sederhana, gancang jeung murah pikeun ngawujudkeun kapastian hukum jeung kaadilan dina praktekna can lumangsung maksimal. Alesanana lantaran tingkat pengetahuan, penguasaan eusi materi hukum, pemahaman proses jeung kabiasaan boh formil atawa materil ku para pihak penguasaanana can nyukupan. Dina prak prakanana sering pisan dirumpak ku para pihak oge ku hakim alatan pilihan para pihakna sorangan nu sepakat ngarumpak. Metode panalungtikan dina disertasi ieu digunakeun metode yuridis normatif kalayan pamarekan/pendekatan positivistik dumasar kana hukum positip mangrupa UU No. 2 Taun 2004. Hasil panalungtikan kanyahoan yeun dina prak prakanana loba keneh kalemahan, katemahan kasebat ngawengku eusi/substansi, proses/struktur jeung kabiasaan/kultur.

Kata kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Gancang, Sederhana, Murah.

ABSTRAKSI

Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial menempatkan pekerja/buruh berhadapan dengan pengusaha dan mendasarkan hukum formalnya pada ketentuan Pasal 57 UU No. 2/2004 yang pada pokoknya menggunakan hukum acara perdata kecuali yang diatur khusus. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam hukum acara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna mewujudkan peradilan yang Cepat, Tepat, Adil dan Murah pada pengadilan Hubungan Industrial belum berjalan optimal. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Dalam pelaksanaanya sering dikesampingkan oleh para pihak juga oleh Hakim sepanjang hal tersebut demi kepentingan para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil tinjauan ini mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi, dan upaya untuk mengatasinya.

Kata Kunci: Pengadikan Hubugan Industrial, Sederhana Cepat Biaya Ringan.

ABSTRACT

Industrial relations disputes resolved through the Industrial Relations Court place workers/laborers vis-à-vis employers and base their formal law on the provisions of Article 57 of Law No. 2/2004 which basically uses civil procedural law except specifically regulated. The application of the Principles of Simple, Fast and Low Cost Courts in realizing legal certainty and justice in procedural law in the settlement of industrial relations disputes in order to realize Fast, Precise, Fair and Cheap Courts in Industrial Relations courts has not run optimally. The existence of Industrial Relations Court creates problems, both the ability of workers' knowledge about formal law and material labor law, old processes, and legal substance is inadequate. In practice, it is often set aside by the parties as well as by the Judge as long as it is in the interest of the parties. The method used is normative legal research based on positive legal studies, namely Law No. 2 of 2004. The approach used is legislation to review judicial principles. The results of this review identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance, and efforts to address them.
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A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum, sesuai dengan isi  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi  : “Negara Indonesia adalah Negara hukum“, hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara. Hal ini bermakna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Lembaga Peradilan, sebagai salah satu lembaga dalam bidang penegakkan hukum memiliki peranan penting dalam implementasi konsep negara hukum, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam proses peradilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Dewasa ini, sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak kritik yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusasaan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

Pada kenyataanya tidak semua orang dapat mengakses keadilan melalui proses hukum di lembaga peradilan. Agar dapat memperjuangkan keadilan melalui proses peradilan, dibutuhkan pengetahuan prosedur beracara yang dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan hingga putusan. Selain itu diperlukan tenaga dan biaya untuk menghadiri persidangan di gedung Pengadilan, apalagi melihat kondisi geografis Indonesia yang sedemikian luas.

Secara keseluruhan di negara Indonesia saat ini terdapat 5 (lima) peradilan yaitu 1 (satu) lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dan 4 (empat) lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat, sangat kuat tuntutan/harapan terhadap terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tersebut di atas, dipercayakan kepada sosok profesi yang oleh negara diberi tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk itu yaitu Hakim. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan hukum dan keadilan
. Sesuai dengan amanat Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Tahun 2001 yang berbunyi  : “Negara Indonesia adalah negara hukum“, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur  tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan  guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Hukum acara yang dikenal pula sebagai hukum proses mengatur penegakkan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa keseluruhan hukum acara hanya berisikan hukum tentang pelaksanaan teknik beracara.
 Dalam hukum acara juga ditemukan hukum materiil yang berisikan hak-hak para pihak yang beracara. Hukum acara sebagai hukum formal mengandung pula unsur materiil maupun formal. Unsur materiil hukum acara dalam kepustakaan hukum (Belanda) senantiasa disebut ‘actienrecht” (substantive law of procedure), merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang terjadi karena beracara, sebagaimana contoh tentang Hukum Acara Perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum perdata meteriil dengan perantaraan hakim.

Di dalam hukum acara di peradilan umum dikenal beberapa asas salah satunya mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses peradilan, hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) bahwa ”pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 
  

Dalam UU No. 48 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif, dan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk itu diperlukan suatu pengembangan model-model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang tengah dialami.

Secara singkat diuraikan satu persatu mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut : 

a. Asas sederhana 

Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.

b. Asas Cepat 

Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Pada dasarnya asas ini tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan.

c. Asas Biaya Ringan 

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya.
Upaya mewujudkan peradilan secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas. Dalam penjelasan ayat tersebut diterangkan: 

“Ketentuan ini diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan”.
Adanya praktek peradilan yang tidak memuaskan masyarakat yang tidak sesuai dengan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Penyelesaian perkara berjalan lambat yang disebabkan oleh distribusi perkara di Pengadilan, penentuan Majelis Hakim dan penentuan sidang pertama untuk pemeriksaan suatu perkara ataupun permohonan;

2) Ada kesan bahwa terkadang Hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan atas pengetahuan hukumnya, hukum positif dan keyakinannya;

3) Para Pengacara atau Kuasa Hukum yang tidak secara professional bertindak demi kliennya dan melaksanakan tugas Pengacara untuk turut menegakkan hukum dan keadilan;

4) Para pencari keadilan sendiri tidak melihat proses Pengadilan sebagai cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan cara apapun.

Seiring dengan berkembangnya industrialisasi di Indonesia maka tercipta hubungan yang sangat intens antar pelaku proses produksi dan distribusi barang maupun jasa tersebut yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan kata lain sebenarnya sejak awal baik pengusaha maupun pekerja/buruh memang saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan tenaga, pikiran dan  kreatifitas kerja dari para pekerja/buruh untuk menjalankan usahanya. Sebaliknya pekerja/buruh membutuhkan pekerjaan yang diberikan pengusaha, yang dengan hasil pekerjaannya tersebut, pekerja/buruh mendapatkan upah untuk mensejahterakan diri dan keluarganya dalam jangka panjang.
Hubungan antar pelaku proses produksi inilah yang disebut sebagai hubungan industrial. Pengertian Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan:

 “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha tidak selamanya terjalin dengan harmonis dan dinamis, adakalanya hubungan itu diwarnai perselisihan. Hal tersebut dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang pada gilirannya menimbulkan banyak persoalan dalam hubungan industrial.
 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuatlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah disahkan pada tanggal 14 Januari 2004  dengan Lembaran Negara No. 6 Tahun 2004 dan dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan yaitu tanggal 14 Januari 2005. Undang-Undang ini merupakan  penyempurnaan atas 2 (dua) undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan Swasta. Kedua undang-undang tersebut dinilai sudah tidak mampu mengikuti perkembangan sehingga dikeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dibentuk dan didirikan  untuk menyelesaikan masalah  atau perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut sebagai perselisihan hubungan industrial,  dan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (17) yang menyebutkan : 

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus, hal mana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004, yang menyebutkan, :
“Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus ya
ng berada pada lingkungan peradilan umum”.
PHI ini merupakan pengadilan khusus yang berada di dalam lingkup peradilan umum, dan berdasarkan amanat ketentuan Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2004 untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Propinsi yang daerahnya meliputi provinsi yang bersangkutan. PHI ini hadir di tengah-tengah masyarakat, dimana kehadirannya menambah deretan pengadilan khusus yang ada sebelumnya, seperti pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia (HAM), pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), pengadilan perikanan, dan sebagainya.

Hukum Acara yang berlaku di PHI adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 yang menyebutkan:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tersebut juga diberlakukan  dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI yang memberlakukan hukum acara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004. Asas tersebut sesuai dengan salah satu tujuan utama dibentuknya PHI,  yaitu diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah,  yang tercermin dalam  ketentuan  pasal-pasal UU No. 2 Tahun 2004. 

Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang terkait dengan pelaksanaan Asas  Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan adalah yang brhubungan dengan  mekanisme penyelesaian, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial,  waktu penyelesaiaan perselisihan dan biaya perkara, sebagai berikut:

a. Sederhana

Kesederhanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ada pada jenis perselisihan yang dapat diajukan ke PHI, yaitu hanya untuk 4 (empat) jenis perselisihan saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004. yang menyebutkan:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.

d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Kesederhanaan PHI juga terdapat dalam proses pemeriksaan dalam persidangan di PHI yang sesuai hukum acara perdata yang diberlakukan, dan dilakukan dengan beberapa tahapan agenda yang jelas, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit.

b. Cepat

Dalam proses penyelesaian peselisihan hubungan industrial di PHI, proses pemeriksaan dibatasi jangka waktu penyelesaiannya yaitu paling lama 50 hari kerja sebagaimana diatur  dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004, yang menyatakan: 

“Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.

c. Biaya Ringan

Para pihak yang beracara di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi untuk nilai gugatan di bawah Rp.  150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004, yang menyebutkan:

“Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Adanya ketidaksesuaian asas Sederhana, Cepat dan Biaya dengan implementasinya dalam praktek di PHI dapat dikatakan sebagai suatu bentuk adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasi asas tersebut,  baik faktor sarana, prasarana, para pihak maupun penegak hukumnya yaitu Hakim. sehingga menjadikan implementasi asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan masih tidak optimal dan tidak sesuai yang diharapkan Undang-Undang.

Dibentuknya peradilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh juga pemerintah. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan kesenjangan antara “das Sollen” dengan “das Sein”,  yaitu “apa yang seharusnya” dengan “fakta yang ada” tentang Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan guna mengetahui secara pasti implementasi asas tersebut berikut permasalahan maupun kendala yang dihadapi dalam implementasinya di PHI serta mencari bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan mengambil judul: “IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam praktek di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)?

2. Bagaimana konsep yang tepat bagi keberhasilan Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam praktek di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)?

C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Oleh karena itu akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan implementasi asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan guna mendapatkan gambaran permasalahan tersebut melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan. Dalam hal ini digunakan peraturan perundang-undangan, doktrin serta literatur pendukung yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
 yaitu materi kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Selain itu, digunakan juga pendekatan perbandingan hukum guna membandingkan suatu sistem hukum tertentu dengan sistem hukum tertentu lainnya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Negara Singapura dan Australia. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dimana dari data-data tersebut kemudian dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan secara deskritif.
D. Pembahasan
1. Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Lembaga peradilan harus mengoptimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), merupakan pengadilan khusus sebagai lembaga terakhir yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 

c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 
d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Hal menarik yang perlu diuraikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Hukum Acara yang berlaku di PHI dimana sesuai ketentuan Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali diatur khusus dalam UU No. 2 Tahun 2004. Dengan demikain, pada prinsipnya semua hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum berlaku pula dalam Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 
 Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum di beberapa negara dalam hal ini Negara Singapura dan Australia menunjukan bahwa kedua negara tersebut juga mengedepankan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana juga Indonesia. Namun ada perbedaan dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, dimana Lembaga Arbitrase di Negara Singapura dan Australia mempunyaid kewenangan menyelesaiakan perselisihan PHK, sedangkan di Indonesia Lembaga Arbitrase dtidak memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan PHK. 
Penelitian dilakukan di PHI Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mencermati Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, yang menyebutkan, “Berhubung Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Ibu Kota Propinsi sekaligus Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka PHI yang dibentuk pertama kali dengan Undang-Undang ini adalah PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Disamping itu PHI Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan PHI yang paling banyak menerima perkara perselisihan hubungan industrial di antara PHI yang ada di Indonesia untuk periode tahun 2020-2021.
Banyaknya perselisihan hubungan industrial yang diterima oleh PHI Jakarta Pusat sangat bervariasi jenis perselisihannya dikarenakan Jakarta merupakan pusat industri di Indonesia, dan berdasarkan informasi data terkini jumlah perkara yang telah didaftarkan/diregister pada PHI Jakarta Pusat untuk tahun 2020-2021 berjumlah 944 perkara, yang dapat  diketahui dari Tabel  berikut ini:

Tabel   Jumlah Perkara di PHI PN. Jakarta Pusat 
periode Tahun 2020 –  Tahun 2021
	TAHUN
	JUMLAH PERKARA

	2020
	397

	2021
	547


Sumber :  Bagian Register Perkara PHI Pada PN Jakarta Pusat
Dari keseluruhan jumlah perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk register di PHI Jakarta Pusat menurut Jenis/Kwalifikasi Perkara sesuai kewenangan yang dimiliki PHI yaitu memeriksa dan memutus hanya terhadap 4 (empat) jenis perselisihan sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, dapat diketahui jenis-jenis perselisihan yang diregister untuk Tahun 2020 - Tahun 2021, sebagaimana Tabel   berikut ini :
Tabel. Jumlah Perkara di PHI Jakarta Pusat Tahun 2020-2021 
berdasarkan Kwalifikasi Jenis Perkara
	No
	Kwalifikasi
	2020
	2021
	Jumlah

	1
	Perselisihan Hak
	16
	19
	35

	2
	Perselisihan Kepentingan
	-
	-
	-

	3
	PHK
	380
	528
	608

	4
	Perselisihan Antar Sp/Sb
	-
	-
	-

	
	Total
	397
	547
	944


Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri   Jakarta  Pusat (sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara), pada bulan Maret 2022
Beberapa agenda dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI pada PN. Jakarta Pusat di  persidangan sesuai dengan agenda persidangan sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel   Agenda Persidangan di PHI Pada PN Jakarta Pusat

	Persidangan
	Jenis kegiatan Persidangan
	Jumlah hari

	1
	Pemeriksaan Legal Standing Para Pihak
      
	5 hari kerja

	2
	Pembacaan Gugatan/Perbaikan
	5 hari kerja

	3
	Jawaban
	5 hari kerja

	4
	Replik
	5 hari kerja

	5
	Duplik
	5 hari kerja

	6
	Bukti Penggugat
	5 hari kerja

	7
	Bukti Tergugat
	5 hari kerja

	8
	Saksi Penggugat
	5 hari kerja

	9
	Saksi Tergugat
	5 hari kerja

	10
	Kesimpulan
	5 hari kerja

	11
	Putusan
	10 hari kerja

	
	Jumlah
	60 hari kerja


                    Sumber : Data Agenda Persidangan dari Panitera Pengganti PHI Jakarta Pusat

Kekhususan lain dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah terkait dengan batasan waktu penyelesaian perselisihan di PHI, yaitu paling lama 50 hari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004. Dari data yang diperoleh dapat diketahui jumlah perkara berdasarkan waktu penyelesaian untuk tahun  2020-2021 sebagaimana Tabel  berikut :
Tabel  Jumlah perkara berdasarkan waktu penyelesaian perkara  
Tahun 2020 – Tahun 2021
	Tahun
	Proses Perkara < 50 Hari
	Proses Perkara    > 50 Hari

	2020
	13
	384

	2021
	18
	529

	Total
	31
	913


Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri JakartaPusat (sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara), pada bulan Maret 2022

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan biaya perkara tersebut, berdasar data yang diperoleh dapat diketahui dari jumlah perkara di PHI Jakarta Pusat untuk Tahun 2020-2021 dengan nilai gugatan dibawah dan diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Tabel  berikut :

Tabel   Jumlah perkara berdasarkan waktu penyelesaian  perkara  Tahun 2020-2021
	NILAI GUGATAN
	Tahun

2020
	Tahun

2021
	JUMLAH

	KURANG DARI

Rp. 150.000.000,-
	318
	451
	769

	LEBIH DARI 

Rp. 150.000.000,-
	79
	96
	175

	TOTAL
	397
	547
	944


Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
(sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara), pada bulan Maret 2022
Berdasarkan hasil penelitian berupa data-data dan hasil wawancara serta questioner dari beberapa responden dapat disimpulkan bahwa implementasi atas asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan belum optimal, yaitu:

1. Meskipun para pihak mampu mengikuti proses penyelesaian perselisihan di PHI,  namun diperlukan waktu yang lebih lama bagi pihak yang bukan dari Advokat maupun penasehat hukum dalam menjalani proses penyelesaian perselisihan tersebut yang mengakibatkan proses persidangan menjadi lama dan bertele-tele serta berlarut-larut yang membawa konsekwensi lamanya waktu persidangan.
2. Banyaknya penundaan persidangan yang diakibatkan oleh lamanya pemanggilan serta ketidakhadiran para pihak ataupun Hakim yang memeriksa, serta adanya agenda-agenda persidangan yang semestinya bisa dihilangkan seperti replik, duplik, kesimpulan, pada akhirnya  berujung proses persidangan menjadi lebih lama dari 50 hari.

3. Dalam hal biaya perkara yang disediakan negara habis, sedangkan proses persidangan masih berjalan, Pengadilan harus mengambil solusi sendiri dengan kebijakan sendiri tanpa ada landasan aturan. Demikian pula terhadap tindakan para pihak yang memecah gugatan agar mendapatkan biaya negara, dimana dengan perpecahan perkara dengan Majelis hAkim yang berbeda memungkinkan adanya disparitas putusan meskipun dengan permasalahan yang sama.
2. Konsep yang tepat dalam implementasi  Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di PHI
Diperlukan konsep-konsep baru dalam proses penyelesaian hubungan industrial di PHI  untuk dapat mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di PHI agar implementasi sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari keadilan yaitu:
1. Segera dibuat Hukum Acara khusus yang mengatur penyelesaian Hubungan Industrial, dikarenakan hukum acara perdata yang diberlakukan tidak bisa diberlakukan dalam acara di PHI karena PHI adalah Pengadilan Khusus.

2. Segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial di setiap Kabupaten/Kota sesuai amanat ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 untuk  mempersingkat jarak dan lokasi tempuh para pihak untuk menghadiri persidangan dan mempersingkat pemanggilan sidang sehingga tidak ada lagi penundaan sidang yang menjadikan persidangan berlarut-larut.
3. Perlu segera dibuat PERMA khusus mengatur proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga terdapat kesatuan  pendapat dalam implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di PHI sesuai yang diharapkan.
E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah telah melakukan Upaya dalam mengimplementasikan asas Sederhana, Cepat dan biaya Ringan  semaksimal mungkin walaupun tidak optimal dan dirasakan masih jauh dari harapan pencari keadilan (pengusaha dan pekerja/buruh) serta tidak sesuai dengan hukum acara yang diberlakukan.

b. Perlu dibuat Hukum Acara khusus yang mengatur penyelesaian Hubungan Industrial, perlu dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial di setiap Kabupaten/Kota dan perlu dibuat PERMA khusus mengatur proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Saran
a. Dalam rangka mempercepat jalannya pemeriksaan/persidangan, diharapkan agar untuk setiap Majelis Hakim dapat melakukan sidang dua kali seminggu dan terhadap gugatan yang dipecah gugatan-gugatan tersebut hanya diberikan kepada satu Majelis Hakim saja.

b. Majelis Hakim harus menyederhanakan agenda persidangan untuk menghindari persidangan yang bertele-tele dengan menghilangkan beberapa agenda seperti replik, duplik dan kesimpulan.
c. Sebaiknya Hakim Karier menyediakan waktu khusus untuk persidangan PHI sehingga tidak akan menggangu proses persidangan perkara lain.

d. Lebih mengefektifkan fungsi lembaga konsiliasi dan arbitrase hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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